
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR .6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KEI,OLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEEATAN MASYARAI(AT L SIDOHARJO

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang i

Mengingat :

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanal<an ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Da.lan Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan l,ayanan Umr]In Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentalg Tata Kelola Badan

Layanan Umum Daera-h Pada Pusat Kesehatan

Masyarakat L Sidohado Kabupaten Musi Rawas.

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahart

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang NoEor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(I,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5

Nomor 58, Tamba-hart Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);



4.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oo5 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penetepan Standar

Pel,ayanan Minimal (Irmbara-n Negara Republik

lndonesia Tahr:n 20O5 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indon6ia Nomor 4585);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2Ol4

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan l,ayanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentarlg

Pembentukan dan Susunarl Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (kmbaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Talnrn 2016 Nomor

10).

5.

6.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KEI,OLA BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT L SIDOIIARJO KAEIUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Eupati ini yarrg dimaksud dengan:

1, Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Eupati Kabupaten Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinae Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

5- Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.
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6, Pusat Kes€hatan Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Puskesmas L Sidoharjo.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraEm Urusan

Pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat

yang digunakan untuk menyelenggarakan uPaya

pel,ayanan kesehatan, baik pmmotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya.

Il,Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit

Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan

pemerintah daerah yartg dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang diiual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan darr dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

ehsiensi dal produktivitas-
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12. PoLa Pengelolaan Keuangan BLUD yartg selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan pralciik-praktik bisnis yang sehat

untuk meningkatkart pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraar umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan

daerah pada umumnya.

13. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasa, yalS

mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas.

14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa

gaji, tunjangar tetap, honorarirm, insentif bonus atas

prestasi, p€sangon, dan atau pensiun.

15. Kepala adalah Kepala Pu8kesmas L Sidoharjo.

l6.Fleksibilitas adalah keleluasaart pengelolaan

keuangan/bamng BLUD pada batas-batas tertentu

yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku

umufll.

17. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya

status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh-

18. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BluD-Puskesmas adalah Unit

Kerja pada Dtras Kesehatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disinsJrat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pemulihan kesehatan

perseorangan.
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20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingk^t UKM adalah setiap kegiatan untuk

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbutrya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan

masyarakat.

21. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup

perencanaan, peLaksanaan, evaluasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

22,Investasi adalah pengetuaran untuk mendapat}an

aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis

yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam

pelayanan kepada masyarakat.

23. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mel,alui

pendidikan di bidang kesehatan yang unhrk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan

upaya kesehatan.

24. Pejabat pengelola BLUD adalah pernimpin BLUD yarg

bertanggungiawab terhadap kinerja operasional BLUD

yarlg terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat teknis

yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur

yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

25. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat

penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh

penerimaan pendapatan dan pembayaran

pengeluaran BLUD.

26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk

kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
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27.BWa adalah Bejumlah pengeluaran yang mengurangi

ekuits.s dana l,ancar untuk memperoleh bararrg

dan/atau jasa. untuk keperluan operasional BLUD.

28. Rencane Bisnis dan Anggaran BLUD yang sel,anjutnya

disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis

dan penganggaran tahunan yang berisi Program,

kegiatan, target kinerja, dan angaran BLUD.

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang

selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokunen

yang Eemuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus

kas, jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang

akan dihasilkan dan digunakan scbagai dasar

petaksanaan anggaran oleh BLUD.

30. Rencans Stratcgis Bisnis yang selanjutnya disingkat

Renstra Bisnie BLUD adalah dokumen 5 (lima)

tahrman Jrarg Ecmuat visi, misi, ProArem 3fiateds,

penguturan pencapaian kinerja dan arah l(ebfakan

operasional BLUD.

31. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya

disinlkat SPM adalah spesifkasi teknis tentang tolak

ukur layanan minimal yang diberilcn oleh

Puskesmas kepada masyarakat.

32. Basis almral adalah basis akuntansi yang mengakui

penggruh transaksi darl perktis,a lainnya pada saat

pelayansn terjadi, tanPa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar.

33. Pralftik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan

fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menajemen yang baik dalam rangka pemberiaa

layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

P RAP [oon n^gl
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34, Satuan penBawas intcrnal adalah perangkat BLUD

yang bertugas mel,akukan pengawasan dan

pengpndalian internal dalsm rand€ membantu

BLUD untuk meningkatkan kinerja

pelayansn, k"uangan, dan pengaruh linglnmgan

sosial sekitarnya (sociat rc!{,ansik?ifg/l dalam

menyelenggarakan bisnis sehat.

35- laporan keuartgan konsolidasian ada.lah suatu

laporan keuangan yang meruPakan

kescluruhan taporan kelrangan entitas akuntansi

schinga tcrsaji sebaaai satu entitas pel,aporan.

BAB U

TATATEI.OIA

Baaian lcsatu
Identitas Puskesmas

Pasal 2

Puskesnas L Sidoharjo merupakan Puskesmas Rawat

Jalan yang terletak di Jatan Lintas Lingkar Muara Beliti

Dcsa Sidoharjo Kccamatan Tugunulyo Kabu1ntsn MuEi

Rasas.

Bagian Kcdra

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan kinsipPrinsip Tata l(elola

Pasal 3

(fl Visi Puskesuas L Sidoharjo adalah:

temujudnya pelayanan kes€hatan Puskesrlas L

Sidoharjo yang bcrmuttr dan profeeicnal.

(21 Misi Puske"'".s L Sidoharjo adalah:

a. mcningkatkan pelayanan keschatan yang

bermutu, kcpada perorangan, keluarga kelompok

dan masyarakat

b. meningkatnya masyarakat dalam

bidar:g keschatan melalui UKBM; dan

PAR,,I^F KCORDINASI
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c. m€ningkatnya kerjasarna lintas scktor da.lam

pembangunan wilayah yang berwawasan

kesehatan.

(3) Nilai-nilai yang dianut oleh Puskesmas L Sidoharjo

adalah SIAE

a. Scnlrum;

b. Ikhlas;

c. Amanab dan

d. Profesional.

( ) Prinsipprinsip Tata l(elola antara lain:

a. transpqransi;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas; dan

d. independensi.

Bagian KetiSa

Kedudukan Puskesmas

Pasal 4

Pugkesmas L Sidoharjo merupqhn Udt Felak8ana

Teknb Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Begian KeeBPat

Tujuan, Tugas dan Funggi Puskesmas

Pasaf 5

(fl Tujuarl dari Pllskesmas L Sidoharjo:

a. mewujudkan masyaralet yang mcmiliti perilaku

schat yang mcliputi &esadaran' kcrtauan, dan

kemsmpuan hidup schaq

mer{angkau pelal,anan ke8chatan bermutu; dan

c. mewujudkan masyarakat yang hidup dalam

lingkungan sehat.

(2) PushBmas mempunyai hrgBs mel,Bksalakan

kebijakan kesehatan untuk mencapa.i tqiuan

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya,lalcn
rangla mendukung terwujudnya kecarnatan schal



(3) Dalern metraksanatan tugas seb€gEimans dirnakeud

dalam ayat (2), Puskesmas menyelengarakan fungsi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah

kerjanya; dan

b. pelyelengaraan t XP tingkat pcrtama di wilryah

kcrjanya.

Bagian Kelima

lGdudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah p€milik

Puskesmas L Sidoherjo.

Pasal 7

(1) Bupati sebegai pimpinan Pemerintah Daerah memiliki

kewajiban sebagai berikut:

a. mcnjaga PusLcsmas atar loasyarakat

tctap memiliki akscs pada playanan kesehatan;

b, menjaga kesinambungan pelayanan Puake$nas

scbagai bagisn dari pel,eyanan umum;

c. mengembangkan hrskesmas eesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi;

d. metcnglapi tenaga, sarana dan prasarana

Puskesmas dalarn rangka meningkatkan mutu
pelayanan; dan

e. mel,Eku&an penbinaan dan pengawasan kcpada

Puskea@as BLUD melalui Dinas IGsehatan.

Pasd A

(l) Pem€rintah Kabupaten sebagai pemilik Rrske$ras

bertanggundawab:

a. trrhada.p kemajuan dan perkembangan

Puskesmas sesuai dcngan harapan masyarakat;

b, terhadap tercapainya pelayanan lrang bermutu di

Puslrcsmas; dan



l3l lhlgB ,I*.lrrrrlrL-n t'rgF- 3.hgti@o. ^ift,rL*txl
&u". ayd {21, Fufu ncqdtrgraU nnA*
a- 1m5rd:ngEram UfX tingbat pcrima di wilryah

t .qi.rrj'a; de
b- pcrryd.sEflaaE IJBP *ngf.t perrzma di rifryah

r.rF"ys-
Bagirn fdi@

l(eftrduhn hEriffih Dacreh

Pai.l 6

Rmerintah fabl4eiE lhBi Raras deh pemilik

PutuL{Eddarir

Pasal 7

0, e4ati rcb8li oiEpioa!! kintah Dacrah ocuiliki
tcnajibm !c@ai bEihtr
a- meajaga pclayanan Ptr&Esoas a6ar masyarahat

ffip "Fniliti ahcs nda pefa:noan hsebaran;

b. ne"*gr &ElitraEhD$@ PusecsBas

scbssai badm dad p&ramn rmlry
c- rr-rl8frrrl--*-- hrrlqlttnas scnrai dengsn

IE @bansan n'rn' iiao tehologi
(L r|Flc'!iL.J.i r.'l.t', s{ratra daf poassrarra

hsblmas dalEE tqka mioghtL-i Euur
pckyaan; dan

e. melahrtaa pcnhiaam as- pqgarasan kpP.da

hrsllesEas BL{rD 'r.lptrii Dinas liescbatall.

Peael a

(U ko.rinlah Kahrparln scbgpi p.dnr Pur&Es8s

b.rtangBqFrab:
a- tcrta@ .Lt

hrshsEa! scsuai acogE hat"I*" Dasrarahq
b. terhadry Ftsjrallm ym8 bcfButr di

hrCcsas;&n

PARAtr KOORDINASI
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c. mue4,dc6sit errggnar Pustemas yang brtor
taru kcsalahm dalm pcn6dolam yaog

ffi1r!fun as-gfn q -rt sccara indc?-ndalr

(2) h.rbtah Xahl|Et n b.rraDguoskrab atas

te'j..ltnF LErrrgian pe*a Vang ditid h akibat

blalalm rmf hrrks G',a bcri:qirma srrai
eam hieruti kmcrintah Dacrah.

Ps*el 9

Dalam ncrlrya hryri sebagai

scbagai berikuE

s- rn rlct!|*-n p€ratrran tlotaog tata t*lnb ,r-n SPM

Pust ?q'rB3 sta Frrhha[lJta;
b. rnawE k-t dar rrr rrrlEtpnfiLryr nqiatat Ragetola

daE Eiabat Struldurat
c. m€otm8td rlan rnernttrtrafil.sn IItrt lkilai ,rrhtn

rangla .nerilri usutan pcaetapaD atau Imcabut4n
PF(-BIIrD Pus&esmas dan u*ja
Pushas;

d. mcnetap&an tarif layanan Pustasmas BIIrI>,

e. rrrprrJErrt'li dar rnangrohkrn Rgacatra Bilois drlt

AnEErre Pustlesas;
t pcoetaFhn sistem rc@IEad ki.bst togdda d8n

rugasai Prn&csma$

& m€mbcrftan smksi kepa& pcgarai yang

hGolI.Im yang bedahr .tert mcmberflrr'l

rehargaan tcpaaa lregqyai FrA berlrEstasi; .tfi
h- kerrcnangan t.'; suai p.faure pcruDdangan.

BABM
sust At{ oRGANISAST PUSXESTaAS

RrgiF'l Kcfatu
SEuldrr OrEa[isa8i

kl lo
(1) Orgsnisad Pudcsas L SidobarF tcrdirt

a- bTala hlalcroag
b. kcDafa sub Basiao Tara Usaha;

lo

I P]-i
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(8) koa$grmgi:rvab frXU ftagEr$angm rnEmbevahi:

a- pclayaDao Kes€lratae Jixa;
b. pd8yaDm l<a3elEtEn Gti UaEyararraq

c. pchranan fcsehatan Tradfu*nal forylementer;
d. FlaF[alll(esfhatmekatE;
e- pelaryanan l(cshatau tndern;

f- pelayanan l(eelntu f.ansia;

g- dryaraa l(BschatEr Kfriq A.i
h- pela5ranan Kcscbatan Lafumya-

ftnaryuqtarab IJXP, I(r.forrnasian, dan

Laboaturim rrlernr'aw.rrrl bcberapa keoiat-n, yaitu:

a. ldqraaal pemeriksaam unum;
b. pclaymau kcschafan EiEi alaD Eulut,
c. txlq/atran XIA-I(B JranA bcflS&t Ure
d- pelayam garat d{Ilraq
e. pctayraaa gird yeg bsdet UKE

f. pclayaaa perutinan;
g. FtaY8lra,r ratlr,at irtrF;

h. pclalanankefarmadm;

L pdryaran labcatcnrA .{-n
j- pelayananraBetFlan-

(1O) JarfugEn Felayanao PKII dan Jarirgm Fayalkes
rne.rrrtrashi.

a- Frs*cam&r kEbatrtu;
U pshas tctiling
c. hidm Desa; rrsn

d. jeisring hsilitas pda5anan Matan-
(fff fusbmas mcuydcogarallan qpqfa

tingkat Plertaea dP,' upaYa

perffiargm Gn8ker perr,'rt'.
(f2! Upaya kcsebtan dileLsarteken secara

tlan berfrcsioambuogm-

tel

blchatan
kcschatea

terintegrasi

i 'r" l:12t - '.s, i[{i,ql
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BagiEm X.dua

Peiatat geogdola

Pasal 1l

tf) k}&at peosEbla BLtrrD tcidiri ata$:

a. rmiqin BLt@
b. peFtnt I(5uangm; dan

c. pcjabat TclEiE fucosl'r{gurlSiaeab piograrDl-

Bagiao l(edga

neogaDgtatao Ejabat neogetola

hral 12

kjabat pcagElola BIID ,lnr'lBl6f ,qn ,tihcdtclt+iLqn

olch Brpati.

kmiqnn BLt D b€rtaElltrSiEszb &eeada Brrpaii

mcbfui kepala Diaas Xese$aia.a.

Fejabat lGuaDSan d.'' Fejabat :kis BIIrD
b€rtDngutrgiarab KFBds. ftmimpia BIfrD.

eagnmXccryat
persraratan SebaBai Fei$at peogelola

Prsal 13

hgaoetaful ,rqb,n irbate ,Ln peactnpatan

pcFbat pengebfa BIJD sebagaimna .li.luksud pada

pesal f2 ryat (U, ditctE{,lrzn bcrdasar*an bnpetensi
dan btnrartan prahik bisnis rrang sebat.

Itumpetcrsi sebaAaimaDa dimaksud dalam ayat (fl,
rDcrupah[ tEmsEpuan don lreohliat Jrang rlimiliki

oleh pcjabat pengelola BLIID bcrupa. lrngetahuan
kcteranpileE, dnn sikqF pcilsku yarg diFrluhn
dalam pela&sanaan ttrgas de jab6taB[ya-

f.butrlharl Faltik ttuni3 yang sebat sebaEqiEaDa

,irnotlod dalam ayat (fr, Eupafall kefdogatr
BUrD unhrk meniogkat&an tirrcrja tqraqgan darr

m lauangan bcrdasartan tai{rh-kcirlqh
lnqn{cmcn yang baill

(rl

l2l

{3)
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Pasal l4
(1) Syeal rEhrk daFt .{i'qEfEr E qhdi Fct!|iryfor

Pllrhamas BIUD ':,r^tqh-
a- t.',,ry Leschafan S{r&ia-l yaDa EcqnlD5/ai

kpr<T*rt, k -lrti'r., tEpcoiEpitrar,
&rr dfurtmabr pqalaman di lidr]'t
Prrlrhsas BLIrq

b- bq*elatoan bait &n Ec@itiki dcdihsi urluk
u hn gula kacpn {irirn

Ptr3bsmasBUrD;

c. rcrmnubi sJrarat ..lti|inistrasi qEgaraim dal
kuatiEkasi jahaiaa;

d- pimpioan nrslreoas BIIJD 5rag b'aaal dari Nm
P S" A;d^cnrrron pada has!'l uji teteyaUn Aan

@tmtrtoAFrya)t
e. oasa @ia di hlskmas "rini'n'l 2 {dtra) tahun;

,trt

f tdah rn:ng*t'ri pdatihaa 'ns-qj-*rr hrslcsrnas
(2| Syarat uaArk a;qngf.rt Ecalrdi Feltbat kuansan

arhlrh.

9- rrrerr.e-nrrhi lsr'Eria EF-hliFn, intcgfitas,

kclcmimpfoaD;

b. berfatar belahog peDdidfuD sadsna" dhrtanakan

Haaog hsthafia& chml dal okrtnr.rrri;

c. peiabd l(cuagm BIIJD barus bcraral dari PllS;

d-,r*, hjadi FrCcffis rrrini,rtal 2 (duaf tahm;
c. bcrklatuam baik da Ecafliki dcdihsi tnhrk

oEngEmbsrt€tsn usaha Stlra tpnanrlnic;
eeuaqEn;

f. "-1"-f Erclahrkalr pcrbuafm huhE difi tr8k
pernt mcrdaai pcregEDA

yaog dinyatake poihg

B. Dcu€ouhi syarat affniE-*i hepesEsanlD dan

lrualitrkad jab**n: am

PARAF KOORDIiIA3i
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PARAF rioJRiirii;rr9r

h. .ftrt]rrr-fon frr€qlttrryan laf hrtrbrt
pdidikar peliag rtodah IX! dm ryuuyai

di bidaq tExrsngp et'rt 'tt'ni'.n.i
d-rt l6.E lminirtr.qiflr

Pl qralat rDrrrk ,rip,rd..i aafi<t ILjaht Tdmis
e.l,bh'-

a. tDcmemthi lrrikie
LFp-''rilr{'i,x.n;

kcahlian, intgdtas,

b. ber&crakuar bqik dan rrFanih-Li dedikasi uatu&

llrcn8EllrbaDgkan tFSirr'n bLnk di li,rengnya;

s. itierrl'Errhi Byarat r.{idnftrtresi l3gpeg{r'aian dan
krlrE6rr-ei jahataD; dar

d- diutamahn EryEyai !aE' hclahoS
*"ididikar p8ling rr:ndah IXi rrqn -'FrnJnrrrjEi

p€o8llarttm di hidmg brr'ri. liaoA ,tF rja,li
rar:drl'lBiErY.rq!.a-

BaghII lftfiEa
Tengung Jarab hjaht FcsBNs

Pasal fs
lf) Rmiqin BIIID bcltaEgEuDiflr{Eb 6sdap

qerartitEal dm tcumg@ BIIJD seeara 'nrl'rn
(2) kFbat I(clBnga[ BU,D bcrtangungirwab hrnadap

kEuangm BUrD.
(3) kjabat Tltmis BLIrD

ErrU! administrasl peoftlgbatan

kualitrs lu,r.lt'cr daya manusia, &n pcningfutaa

sr]{rber dafra lrinqra-

@iuEccoam
Hak,r.n Kegrdibar R*lbot RoSelola a^. Rgzrai

pEsal 16

FqFbat ecogElota 'rprnlr"rj"i hrl:
(fl ffcndapatean rcEurcrasi scfirai .le'rEEn ketmtuan

Pcraturan &n LFrnr'IrI Erl

7---
|:i,!(,ri,:ir'I
l -rr

,"-""Ri



(2| llen8dola smbcr daya scutai dengan llets {tur*
yang dihcrfun ohh e+di

Easal 17

(f) ktttittlpin BIIJD ic]Et-i,rv-,F ..i'n-r.qrsl ,l'L'n Pasd

f l ryt @|, ,rrrf-,qf's; mBac daa brrajiban
a- r'-i-I'i., Ecogarahlnn, mcmlim, Ecrgarasi,

nwrFrLlibrr, tlr''
PeofdtagEara8nhi.tn BIfrD;

b. Ec[Jrusm rcnstra tisob BIIID;
c. 'rF r!,iifll3rn RB,U

d. mgu$lkan cah eqiabat rngElda heuaryEn

dan pqFbat ralrni: ltprqrrq t"p-t dryah sca:ai
&etcolrran;

e. Dctrchpbr Fjabat ldmra rslai ktnfirtf,r
BIIJD sclain pqiabat Jrang '.|.h dite4$a dctlgan

peratura.n pcrundang-rmdargin; d'n
f, ryikan ri.rr 'ff.rnFert nqunjaph}nrr

kiErja opera{qlal $rta hexrangan BUrD kcpada

BuDati-

(2) ftjabat brnngala BIIID scbegainana dirrr-lnc<l

dalam ksel 11 aJral {b}, t Er. .ler'

*cnettuL
a_ 'rlc Etnorrrlirrriilrll pcaJruglnar RB&

b. merynryhn DPA-BIIIQ

c. rrrlak'lrna peagclol""o peEdalnta, dan biEya;

d- ncryelergaraten Egeldaaa kaq
e. 'rl.t tnrlsrn pcrgchlaan t'r?ng-Oiutar$

f. menyusrn hebijakan p€ogEblaar bqrang. ssct

tttap, d'rr inYedasiE

g. rnFtlFl,nrra'eL-rr sirEm infcmasi
buargaa; dan

h- ncaltdcogaraba .kDrl}arr*i dan pca5ruamaa

tqoran kuan8a!.
(31 kirbct t lni sc@Einarra di'n krrr'd d{l-rrt Ih$aI lO

ry8t (cf tttcrnprmjrai ,g.s dan @iiban:
a- Dcnyu$rn p€rencanan bgirrt8lr tFtnia

dibidaognya;

/ P..i-at_-lF r:o,,.,itiNA-{



b. tn.l*ts.lEk n k Ei-fqn rFL"|is sf<a'-i LBei; drn

c. tfr''{+'trnosungizP,f'hqn tincrja qcrasimat

Bagbn lrctriuh
Laratgao d,rn Rmbertcatian klrbat kngdota dan ruarai

hsal lA

kmngan Eftrbat tFrrgpL . .lm/atarr FAErsai BIIrD trsr
PltS *@ei bertut
& Ele:laku]m -- -tnkrn yaog dEFt EcrurtE&an

hehrEtaD etau martabat --marintah

b. neoralahgtrDalonntrrnang
n!?'$adi pcratara rmtrrl r*.rd-IErkq- kcrmbn8an
prib.di dan/atau omrg r,in aeagan ry1111otan
kecnaDsm qEg laia;

Eennfti E@jual, mbeli tqle?,.aafuag

Incsyewskatr' atau tFrninjrrmricrr barary baik

ber8Erak atau tidat btrgErak, dohrmcrr atau slrat
rilik tEmerinteh taUpatco secana 'dolr

sah;

rnetah'lrqn tEgiataD bersana drngen ota*on, reman

scjayat, t "'-,, L?rF aiau traog I'itl di darrm

maugm di luar linglun8Ep &.9f. trduan

untuk hrntunAart fibadl Solmgan, atau rihak Lin,

J'erg !tcca!.a t.ngm'ng ,re tirt'k t-rtgFrng trerugil(alt
peEcrintah hahrpateu;
rneiatrrlrrn 5us161 t;rxlqLF r atau tidak rrrclqkrrLan

sutrr thdahn Fng dapat ll|e'l8h'ln,lgi atou

Eempcrsulit srl.h safir @ak yang dilafani rhin.Eq
EcsgEeftstkan kerughn t-g JraDg dilsjrani
retrghalilgi b€rjalantrya trgas kediEAsan:

mc'rr.-r,Ert e'| diri schaSai errrr t "p-t.
daerah/DPR/DPD/DPRq

ikut g'ta dalam t o-{.'nsle caloa predden/Wakil

lMrn, DPR, DPD, atau DPRD;

d.

s.

h-

t.

PAIIA-F' TOORDI}IA SI



mcmberi dukungan kepada calon lkpala
Daerah/Wakit lGpala daerah, dengan cara tcdibat

dalam kegiatan kampanye.

PaEal 19

(f) Fejabat Fengelola Pus&esmas BLt D dibghcntikan
karena:

a. meningal dunia;

b. berhalangan Becara tetap selama 3 (tigB) bulan

berhrmt-turut;

c. tida.k meleks€nakan tr4as dan kewajibannya

dengan baik;

d. melangor kebijakan atau ketcntuan-ketentuan

lain yang tclah ditetapkar;

e, mengundurkan diri karena elerq"r yang patuq

atau

f. terlibet dalam suatu pcfiuatan yang mclanggar

hukum.
(2) Femberhentian Fejabat Pengelota Puskesmas BLUD

yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEIOMFOKAN FIJNGSI

Pasal 20

Fungsi pelayanan Rrskesmas L Sidoharjo didasartan
pada fungsi yang meliputi Upaya Kes€hatan

l,tasyatakat (UKM), Upaya Kesehatatr' Perseorangan

0fX9, .laringan Felayanan h.rskesmas den Jaringan

Fasyaa&es serta fungsi pendukung pel,ayanan.

Pasal 21

fungsi penaukung tcrsebut pada Pasd 20

meliputi fungsi rnanqj€mer puskesmas dan Satuan

Fengawas Internal.



Pasal 22

(f) Tugas pokok Satuan Fengawas lnternal:

a. mengawasi terhadap pcl,aksanaan dan operasional

BLUD Puskeemae;

b. menilai pengendalian pengplolaan dsn

pelaksanaan kegiatan BLUD Pusk6mas; dan

c- memberikan saran perbaikan kepada l(epsla

hlskesmas.

(2) nDgsi Satuan Fengawas Internal "d,loh:
a. pclaksana pcngawasan terhadap scgala kcgiratan

BLt D hrskesmas keuangan dan pelayanan;

b. lrcnelusuran kebenaran laporan atau informasi

tentang penyimpangan yarg tcrjadi; dan

c. pemantauan tindak lardut hasil pcmeriksaan

aparat pengawas fungsional.

(31 Satuan Fengawas krternaf dibcntuk.t.n di tetapkan

dengan keputusan lGpola Puskesmas;

(41 Satuen Fengawas Internal berkedudukan dibawah

dan bertanggung jayab kepada lGpala Puskesmas;

(5) Satuan Pengawas Intff,nal diangkat dan

diberhentikan oleh Kepal,a hrsker'nes.

BAB V

PROSEDUR XER.'A

Pasal 23

{f) Prosedur ket'a setiap proscs pengelolaan manajerial

dan pelayanan telah didokumentasikan dalqrtr

Siandor Opemting Pro@&rr€ (SOE. SOP Eerupakan

acuan bogi scluruh pctugns di dFlam rnelakssrrrkan

pekerjaan. Acuan pclsksanaan pekerjaan mcrupakan

bagian vital dalam pengelolaan Puskmmas dan

diharapkan merupakan auatu standar bdku ,{ala'r|

proaes bisnis hrskesmas sehingga pcla1rarren kepada

seluruh pcngguna dapat mencapai standar J,ang

PA&{F ECOiDii.IASI



(2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalam pada

ayat (l) tercantum dalam Lampiran II Peraturan

Bupati ini.

BABVI

F^SEIOMSASI

Pasal 24

(l) Eselonisasi Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

udangan.
(2) Jika Pejabat Fengelolia Puskesmas BLUD s€bagaimana

dimaksud ,lalrrn aJrat (1) berasal dari Non Pegawai

Negeri Sipil, maka hak-hak yang Eenyangkut

tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan

Feraturan Ferundang-Undangan.

BABvII
PENGEIOL{AN SI,.IMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

(1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud merupakan pengaturan dan kebjakan yang

jclas oengenai sumber daya manusia yang

berorientasi pada pemenuhan s€cs.ra kuantjtatif dan

kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian

tujuan orgarisasi secara efisiea, efektif, dan

produktif.

(2) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga

kesehatan dan tenaga non kesehatan.

(3) Jenis dan jumlah tenaga kGehatan dan tenaga non

medis dihitung berdasarkan analisis bcban kerja

dengan mempertimbangkan jumlah petrayanan yang

disclenggarakan, jwnah dan

persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas

wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja

dan pembagian waldr kerja.



(a) Jerfs tenaga kesehatan palirg scdikit terdiri atas:

a. dokter atau dokter layanan pnimer;

b. dokter gigi;

c. perarat gigi;

d. bdan;

e. tenaga kesehatan masyarakat;

f. tcnaga lingkmgan kesehatan lingkungan;

g. ahli tcknologi laboratoriuD medik;

h. ternga gizi;

i. tenaga hefarmasian; dan
j. perckam mcdik.

(5) Tenaga non kesehatan harls dapat

kcgiatan kctatausahaan, ad1rrirli8traii

sistcm informasi, dan kegietan o,pcrasional lain di
Puskesmas.

(6) Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai

dengan stendar profesi, standar pelayanan, standar
p,rosedur operasional, etika profesi, mengfuomati hak
pasien, scrta mengutamakan kepentingan dan

keselarnatan pasien dengan memperbatikan

kesclamatsn dan keschatan dirirya dalam bekerja.

(7) Sctiap Tenaga l(eeehatan yang bekerja di Pus&esmas

harus rnemiliki surat izin prektik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undan$n.

(81 Ketcntuan ttteogelrai pcngelolaan SDM non PNS

diatur lebih lonjut derrgan Feraturan Bupati mulai
dari r€krutmen, scleksi, pengangkatan, pcneEpetan,

mutasi, pronoai, reutud ;lznisrtuztent, sampai dengan

pemutusan hubungBn kerja tcrmasuk pensiun.

BABVIU

REMUNERASI

Pasal 26



PAR'IF iioCR'JiI{ASI

(21

(3)

(4)

(1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat

diberikan remunerasi sesuai dengan tingket 141O*rt
jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Remunerasi sebagaimala dimaksud dalam ayat (l),
merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji,

tunjaDgan tetap, honorarium, insentif, bonus atas

prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l),

unhrk BLuD-Puskesrras ditetapkan oleh Bupa.ti

berdasarkan usulan pemimpin BlUD-Puskesmas

melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Penetapan remunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (size) dan jumlah aset yalg dikelola

BLUD, tingkat pelayanan serta produl(ivitas;

b. pertimbangan persarnaannlra dengan industri
pelayanan sejenis;

c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan;

dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh

Bupati dengan mempertimbangkan antara l,ain

indikator keuangan, pelayanan, mutu dan

manfaat bagi masyarakat.

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat telsds

ditetapkan paling banyak sebesar 90olo (sembilan

puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Remunerasi bagi pejabat p€ngelola darr pegawai BLUD

sebagairnana dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung

berdasarkan indikator penilaian:

a. pengalaman dan masa kerja lbasic idel;
b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

(@nwtencV indell
c. risiko kerja (nlslc inder);

d. tingkat kegawatdaruratan (emergenA indcii
e. jabatan yang disandang (position indel; dan

f. hasil/capaian ktne4a Qxrformane indeg.

(s)

(6)

22
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(Z) Bagi pejabat pengelotra dan pegawai BLID yang

berctatus P!tS, gaji pokok dan tunjang'rt mengikuti

Peraturan Ferrmdang-Undanggn tentang Saji dan

tunjaryan PNS serta dapat diberikan tambahan

pcnghasiter sesuai r€munerasi yang ditetapkan oleh

Bupati.

(8) Fejabat pengclola yang diberhentikan sementara dari
jabatannya merrpercleh scbesar 5096

(lima puluh pcrscn) dari remuneraai/honorarium

bdan terakhir yang berlaku sejak tarygal

diberhentikan sampai dengan ditetaplonnya

keputusan defnitif tcntang jabatan yans

tersangkutan.

(9) Remunerasi di'nrksud pada ayat (2)

diberikan scsuai dengan temampuan keuangan

dacrah.

BAB D(

SIANDAR PBIAYANAN MIMMAL

Pasal 27

(f) Untuk menjamin ket€rBcdiasn, ketcrjangkauan, dan

kualitas pelayaDan unum yang diberikan oteh BLIJD,

Bupati menetapkan stardar pelayenan minimal BLUD

dengan peraturan Bupati;
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dirnoklt'd

pada ayat (l) dapat di$utkan oleh Fmimpin BLUD-

(3) Stardar pel,ayanan minimal sebagaimana rlirnakstrd

pada ayat (1) harus mempcrtimbangkan kualitas

peiayanan, pemerataan, dan &esetaraan layanan s6ta
kmudahan untuk mendapatkan l,ayanan.

(4) Stsndar minimal harus memenuhi

perayaratan:

a- fokus pa.da jenis pcl,ayanan;

b. tenrkur;

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapa.t dianda.lkan; dan
PIP.EF EOGRDINASI



e. tepat wal(tu.

(5) Fokus pada jenis scbagaimana dirnaksud

pada &yat (4) huruf a" mengutamslan kegiatan

5rang menurliang rcrwujudnya tugas dan

fimgsi BUrD.
(6) Tcrukur sebsgaimana dimaksud pada ryat (4) huruf

b, rnerupakan kcgiatan yang pencapaiannya dapat

dinil,ai eesuai dengan standar yang telsh ditetapkan.
(4 Dapat dicapai sebegaimatra rlirn.lrsud pada ayat (4)

huruf c, merupakan kcgiatan nyata, dapat dihitung
tingkat pencapaiannya, rasional, ssruai Le'"larnFrrcn

dan tinglat pemanfaatannya.

(6) Relevan dan dapat diandaltan, sehgairana
.{irnak 'r.l paala asrat {4) huruf d, merupakan kegiatan

yalg sejalan, bcrkaitan dan dapat dipercaya untuk
menunjang tugas dan ftmgsi BLUD.

(9) Tepat wafrtu sebogaimana dimekarrd Eda ryat (a)

huruf e, merupakan kescsuaian jadwal dan hegiatan

petayansn yang telah ditEtapkan.

BABX

TARIP IAYANAN

Pasal 28

(U BLLrD dapat memungut biaya kepada narvarakat
sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan

yang dibcri&an.

(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan
.ri,naksud pada aJ,at (f), ditetapkan

dalsm bentuk tarif yang disusun ataa dasar

pcrhitungBn biaya satuan per unit lajranan atau hasil
per investasi dana.

(3) Tarif sebagaimaia dimcksud pada ayat (2), termasuk

imbql haril Jrang sajar dari investasi dana dan untuk
menutup scluruh atau sebaaian dari biaya pcr unit
layanan.

24



Fl larif lryanau sebgiinma .liin&lo-r oada etd (21,

dapat bcn4q bcsaran tarif *-r' pola lalff scsuai i:nis
layanaa BIfD yaog

(5) Taif lryanan BIIJI).ftrsLErmas dilnr&al olch

Fcrhrrllliri BUrD kpp-& h{nti rrFrrhli x.p.r- Dinas

Kcachatan

{q Tarif hysmm rl;mat:ud pada ayat (5r,

ditEtaFl6o dcnglr pcrafirraa Bupati rlc''
rlisnnrloilt-'r kcpo.le rilqrnan DpRD-

m MFr tarif hyman sbaggiEaDa,ri"r,r.rud p€da

ayat (61, Dcmpcrtimhangtan htinuitas dan

lsFsas, daya beli rrle$Drrk^t, serta

IqEtidyatrg*h'r
{E} heoti delrm rnsr€tall|ian besaran tarif sebagaimana

.lirlreksrl rda erlat lO, dqt nembcaUL ftn
(9) kmbcatr}aa tim sebagrinara .ri'tu.Lrovl lgda aFt

(81, die@mn otch Bupati FD8 keaogBo{aaflya dapat

bcrarf &i
a. Irmbfua tehis;
b- pcmfina buargan;
c. uasur lEgunran tinEi .len

A Utaga proesi

{fO} Feranran Bupati maSf'!.' tadf IaryanED BII,D dapat
rr arrrrtrn pcrubqhan sar*rai kehrUrhan .t.n

PcirlctDbaogan LF .r^',l
(f f) hruhhen tarif se@aimana diEahrd Eda ryat

(1q' d4at rlibkrrkm sccaga kcsehrr,ha marqnm

pcr l.mit layanan-

(121 PrB tarif scbagaimara dirrurLsud onda

ryt (fq drn alrat (111, rr.ernf'er*nrpnglten

Lrlrltinuitas .lan fEEgEEhaEEan layanan, daya beli
rnqsjarrl.xr, strta lomperisi frong =.trf



BABxI
PEI{GEI'IIAIY XEUANGAN

Iragi'n Krsatu
Eod4eh

pEsaf 29
(11 Fcndqahs BIfD aatrEt bcranmbcr dart

a- jasa layanan;
b- rr lrh;
c- liqtfl kFrFsem, ,ral8on pihak lein;
d. APBq
e. APBII; dqn
f. fain-laia *.ndaptqa BLIID yang rqh.

P) pcnaapon BIIID 5raog bersrmber &ri iasa layanan

scbagaima dtu'r,L:<-l pda ryat {1} hrruf 4 berup
imbalan yang aiperom dari jasa layanan yaag

dibqtun&lada
(3) kodapataa BI,trD ,larg bcrsunbcr dari hibah

s.tEAaiEana .lirnrtlllvr pada arrat (ll hr.rruf b, daFar

beruF hihah tEriht drft hilEh iiil-k hritat.
(41 Hasil kjesana dengp p1rak lain sebegaimana

dirnaltsrd pada EFt (U hrnuf c, dapat b.rupa
perolchan dari t +j.s.''!' qerasimatr, wa'n€nyEsE,
.lell r*rhr lainrtra yaag 'rrnllrrlnrnS f.fgFs dan frrDg6i

BIIJD.

(5) RndaFtan BUrD JraDA bcranmbcr dari APAD

seboaainma dimokxud pada ryat (fl hun f d, dspat

b6upa p€rdapatan yang bcrBsal dari ouisasi kcdit
,.n@atian percriEtah eabullaen hrhn dari @iatan
pcmbiayaan APBD.

(61 hdapatar BIIrD yang bersumhE dari APBN

.li'nrL*rd Fda ryat (11 hru.uf e, a.fat
berupa padapafan yatrg bef,-asal dui pemrrintah

dalam rangka pelaksanaan dc&oqscrrtasi daa/atau
hrgas pcohannra Ln hi'r-lain-

14 B,Un ,lak,n mehksanaLan 'nqtsaran dclonselrtrasi

daD/atau tu8as pcmbarfira[ d;'-rtql'd
pada ryEt (6), Foscs p€ngelolaar

disclcog8ara&an socara terpisah hcrdasar&an

kete,rfiIar yar8 b€rlaku arrm phkanaan APBN.
PE,IA.F I(OORDINASI



(8) l^ain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

dirneksud p'ada ayat (f) huruf f, antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak teryisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan sclisih nilai hr&ar rupiah terhadap

mata usng asinS;

f. komisi, atauprm bentuk lain scbagai

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/atau jasa oleh BLLID; dan

g. hasil investasi.

(9) Scluruh pendapatan BLLID scbagaimana dtuEksud

pada ayat (f), kecuafi yang berasal dari hibsh terikat,

dapat dikelola langsung untuk membiaya pengeluaan

BLUD secuai RBA.

(1O) Hibah tcritat scbagaimana dimaksud pada aryat (9),

diperlakukan sesuai

(lf) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
drbyn aJlat (r) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f,
dihk arrFl.F"r melalui rekening kas BLUD dsn dicatat

dalar kode rckerfng kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah

yartg sah dengan ob:/ek pendapetan BLt D.

(12) Schruh pendapatan Ecboaainana ,riftrksud pada

ayat (11) kepada Fejabet Pengelota

IGuangan Daerah sctiap riwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 30

Biaya BLl.rD merupakan biaya opcrasional dan biaya

non operasional.

Biaya operasional dimakiud pada ayat

(f), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

Bl,t D .ralq?. rangka menjalankan tugas dan hmgei.

(l)

l2l

-.:aia*---r
'r::t.l- .ll I

,.,,-, . rlf,:-'r



(3) Biaya non operasional scbagaimana rlirneksud pnda

ayat (1), Eencakup seluruh biaya yaag menjadi beban

BLUD .lqlq'n rangka menunjang pelaksanaan tugas

dan fungsi.

(4) Bialra BLUD sebagaimana dirEksud pada ayat (f),
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan

pelayansn, kcgiatan pelayanan, dan kegatan
pendukung pelayanan.

(5) Fembiryaan program dan kcgiatan scbagBioana

dirneksud pada ayat (a), dialoLasikan sesuai dengan

keloapok, jenis, prqram darr kegiatan.

(6) Biaya opcraaional sebagaimana dimaksud pada alrat

(2), tcrdiri dari:

a. Biaya pelayanan; dan

b. Biayaumum d.n administrasi.

(7) Birva pelayanan sebagaimana di'naksud pada ayat (6)

huruf a, meacatup scluruh biaya opcrasional yang

berhubrmgan lan8sung dengan kegiatan pelayanan.

(8) Biaya umum dan administrasi

diry,!€ud pada ayat (6) huruf b, mencakup seluruh

biaya operasional yang tidak bcrhubungan tanggung

der4an k€iatan pelayansn.

(9) Biaya pelayanan sebagaimna dimaksud pada ayat (7),

terdiri dari:

a- biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya pcmeliharaan; dan

e. birya barang dan jasa; dan biaya pelayanan lain-

Iain.

(1O) Biaya umum dan artrrlinistasi sebegaimana pada

ayat (8), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pcmeliharaan;

d. biaya borang dan jasa;



e. biaya promosi; darr

f. biaya uaum dan 6d1afuisfi6! lqin-fifu1.

(fl) Biaya non op€rasionsl sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), terdid dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi barfq
c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian pnnurunan nilai; dan

e. biaya non operasional fain-lain,

(12) Seluruh pengeluaran biaya BIIrD yang bersumbcr

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l) huruf
a, huruf b, hunrf c, dan huruf f disampaikan kepada

Fejabat Pen8elola Iftuangan Daerah setiaf triwulan-

(13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

scbagaimana dirnaksud pa& ayat (f2), dilakukan

dengan menebitkan SPM Fengesahan 5rang dilqnpiri

dcogan Suat Fernyatasn Tangung Jawab (SPTJI;

(fa) Fengeluaran Biaya BLt D diberikan lleksibilitas

dengan rnempertimbangkan voh:me kegatan
pelayanarr.

(fS) Pleksibilita8 pengetuaran biaya BLUD sebagBimana

dimrtsud pada ayEt {14), merupakan penaeluaran

biaya yang dise$Eikan dan signifikan dengan

perubshan pendapatan dalam ambang batas RBA

yana telah ditctapkan secara defnitif.
(16) Fleksiblitas pengph.raran biaya BLUD sebagaimana

dirneksud pada ayat (f4), hanya berlaku untuk biaya

BLID yang berasal dari selain dari

APBN/APBD dan hibah brikat.
(Ifl Fleksibilitas pengehraran biaya BLd.rD s€baAaimana

di'.oksud pada ayat (14), tidak bcrlaku unhrk BLUD

bertahap.

{l8l Dal.r. hal terjadi kekurangan angaran, BUrD

mengajulan usulan tambahan arugaran dari APBD

kepada Fejabat Pengelola Daerah melalui

Kepala Dinaa Kes€hatan.

l
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(19) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(15) ditetapkan dengan besaran persentase.

(20) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(19), ditentukan dengan mempertimbangkan flukhrasi

kegiatan operasional BLUD.

(21) Besaran pers€ntase sebagaimana .li"nFkstd pada ayat

(20), ditctapkan .rql.'! RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat Pengelola lGuangan Daerah.

(22) Persentase ambang batas tertentu scbagaimana

dirnaksud pada ayat (19), merupakan kebutuhan

yang dapat diprediksi, dapat dicapai, teruku,
rasiona.l dan dapat dipertanggungiawabkan.

Bagian l(etiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

(U BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD.

(2) Rcnstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), mencakup pernyataan viei, misi, program

strategiE, pengukuran pencapaian kinerja, rencana

pcncapaian lima tahunan dan proyek$i keuangan

li?Y'a tahunarl BLUD.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

Buetu gambaran yang menantang tentang kcadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yang tryin
diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanal€n

seeuai visi yang dit€tapkan, aggr tujuan organisasi

dapet terlaksana sesuai dengan bidangnya dan

berhasil dengan baik.

prdFKoonoN.lst
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(5) Program strategis sebagaimana dimalsud pada ayat

(2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai

dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun dengan mempcrhitungkal potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
(6) Pengukuan pencapaian kinerja sebagaimara

dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang

dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasit

kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-fakor
intemal dan eksternal yang mempengaruhi

tercapainya kineda.

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian

kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, memuat perkiraan

pendapatan capaian kinerja keuangan tahunan

selama 5 (lima) tahun.

(9) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pen5msunan

RBA dan evaluasi kinerja.

(1O) BLUD menlrusun RBA tahunan yang berpedomal

kepada renstra bisnis BLUD.

(11) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(l), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis

kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis

Layana!, kebutuhan pendanaan dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan al<an diterima dari

badan Lain, APBD, APBN dan sumber-

sumber pendapatan BLUD lainnya.

(12) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program

dan kegiatan BLUD dengan berpcdoman pada

pengelolaan keuangan BLUD.

(f3) RBA sebagaimana dimalsud dalam ayat (12),

memuat:

31
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a" kinerja tahun berjafan;

b. asumsi malco dan mitcro;

c. target kinerja;

d. analisis dan perkiraan biaya satuan;

c. perkiraan harga;

f. angaran pendapatan dan biaya;

g. besaran persentas€ ambang batas;

h- prognosa laporan keuangnn;

i, perkiraan maju (fnDatd estind4;
j. rencana pengehraran investasi/ modal; dan

k. ringkasan dan biaya unhrk
konsolidasi dengan RKA-Ditras Kesehatan/ APBD-

(14) RBA scbagaimana dirnel€ud ped.a ayat (13), discrtai

dengan usulan poogram, kegatan, standar pelayanan

minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan,

(15) Kinerja tahun bcrjalan rlirneksud pa.d4

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiratan usaha;

b. faktor yang mempenganrhi kinerja;

c. perbondingan RBA tahun bcrjalan dengan

realisasi;

d. l,aporan keuangan tahun berjalan; dan

e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti

dengan pencapaian kinerja tehun

bcrjalan.

(16) Asumsi rn.l('o dan milro sebagaimana rrirnaksud

pada ayat (f3) huruf b, antara lain:

a. tingkat inflasi;

b. pcrtumbuhanekonoai;

c, nilai kurs;

d. tarif; dan

e. volume pelayanan.

(14 Tar8et kinerja sebagaim6p dirnqtsud pada ayat (f3)

hunrf c, antara lain:

a. perkiraan pencapairn kinerja petrayanan; dan



b. perkiraan keuangan Pada tahun yarg

direncanakan.

(18) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf d, merupakan

perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ atau

jasa pelayanan yang diberikan, setelah

memperhitungkaa seluruh komponen biaya dan

volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(19) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat

(13) huruf e, merupalan estimasi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan

biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan

seperti tercermin dari tarif l,ayanan.

(2O) Anggaran pendapatan dart biaya sebagaimana ayat

(13) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk

seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam

satuan uang yaIlg tercermin dari rencana pendapatan

dan biaya.

(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan

bersaraa pers€ntase perubahan anggatan bersumber

dari pendapatan operasional ya-ng diperkenankan dan

ditentukan dengan mempertimbangka-n fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada

laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(23) Perkiraan maju (forumrd estimat) sebagaimana

dimaksud pada ayat (f3) huruf i, merupakan

perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan

yang telah disetujui dan meqiadi dasar penrusunan

anggaran tahun berikumya.

, ntrr+n r:ccr;-.i u; i".*--t
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(24) Rencana pengeluaran investasi/modal s€bagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf j, merupakan rencana

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(25) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan / APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupakan

ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

disesuaikan dengan format RKA-Dinas

Kesehatan/APBD.

(26) Untuk BluD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dalam ayat l12l disusun dalr

dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan,

(27) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.

(28) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

disampaikan kepa.da kepala Dinas Kesehatan untuk

dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas Kesehatan.

(29) RKA-Dinas Kes€hatan b€s€rta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (28), disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(3O) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) atau

RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (29), oleh PPKD disampaikan

kepa.da Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

untuk dilakukan penelaahan.

(31) RBA yang telah dilakukan penel,aahan oleh TAPD

sebagaimara dimaksud pada ayat (30), disampaikan

kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD,

(32) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD

meLakukan penyesuaian terhadap RBA uatuk
ditetapkan menjadi RBA definitif.



(3:l) RtsA definitiJ sebagaimana dimaksud actom ryat (32),

dipakai scbagai dasar pcnyusunar DPA-BLUD untuk
diajukan kepada kjabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagisn Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

(1) DPA-BLUD scbagEimana di'nek ud ,rFlcm lbsal 3l
ayat (3it), mencakup antara l,ain:

a. pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus t r; dan

c. jumlah dan kualitas berang dan/atau jasa yang

al(an dihasilkan.

(2) PFKD mengesahkan DPA-BLI D sebaaai dasar

pclaksanaan angaran.
(S) FengBahan DPA-BUrD berpcdoma! pada Ferahrran

Perundang-Undangan.

(4) Dalam hal DPA-BUrD sebaAaturana .rimaks'd psda

ayat (2), bclum disahkan oleh PPKD, BLt D dapat

m€lakukan pcngGluaran uang setingi-dngginya

sebesar angka DPA-BLI D tahun sebelumnya.

(5) DPA-BLI D yary telah disahkan oleh PPI(D

sebagaimana di"naksld dalern ayat (2), mcnjadi dasar
pcnarikan dana yang bersumber dari APBD.

(Q nenarikan dana sebagaimsna dimabud peda ayat (5),

untuk belanja pegaf,,ai, belanja modal,

baralg dan/atau jasa, dilekrrkqn sesr-rai dengan

ketentuan Feraturan Ferundang-Undangan.

(7) Fenarikan dana untuk bclanja berang dan/atau jasa

sebsgaimana di"naLsud dalan rvst (6), scbesar selisih

lmlisrmrdrll jurntah kas yang t€rsedia ditambah

dengan aliran kas masuk Srang diharapkan dcngan
jumlah pengeluaran yang diproyekBilEn, denaan

memperhatikan aryEqran kas yang telah ditetapkan
dFlqm DPA-BLUD.
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(81 DPA-BIIJD menjadi Iarnfiran perjanjian kin€rfr yang

ditandamgani ohh Bupati d.r'S-- pcninpin BIJD.
(9) Perjadian kitttj!' sebagaipaDa di'rr,r.qd poda ayrat

{S}, rllcrr{lokan tnArIif.a}asi huhrngan t€da sntara

Blryati dcngan BIIrD, yana

dalam perftajian kilrrftt lsWmt lafanore
qwwq.

(f0l Dalam pcrJ-aqinm kiftrlr sebsgainara ,li,"t-ud
pada ayat Fl, Bupati pemimdn BIl' D

untuk mcrrFbngB rakar k giaf{"t IElsryraDan rmum
don berbak Erl[rgelda,r.na sesuai lraog tcf,canrrrm

.rer,rn DPA-BLUD.

(11) FedaDjia! kinaia sebagaimma rtirrtrEs'd ltada ajrat

{a}, antaa l,ain muet rteosnqeupfft utuk
mcoingLafhD:

a- tin€rll pehyasatr ba8i o&ryarakaq

b. kincrja keuangan; da
c. ranfr.t b'gi rn sJrr.ikrt.

Bagi K€lima

alontansi reIaporan de Fertangrmgiarabsn

Pasal 33

(U BIfrD sist m informasi

karangaa sesuai deogflr lehrnrban rraloit bimts

J'ang sebat
(21 Setiap transaksi teuangBr BIIrD dietFt ,l.r''n

dokuma pendukug yang dihelola sccara Ertib.
(31 Fmyeicnggaraan akuntansi dan tapq-an tcuansas

dirnqksd Fda ayat (ll, rnenoounclan

hosis alrusl baik dab,n -'Endapatan,

biaya, a*t, Lsrajiban dal elndtas d''ra
(41 BIIrD .t-n mencraparan sisem

akrmtatr$i dengan bcrpefuar rda standar

ahmtarxi yang balaku rmtuk BlIrD ya4g

bersand tan,r-'l dit€tadra[ oleh Bupati,

PARAF KOORDIT]ASI
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Aasal34

(l) LagekEtraryeBLlrD t rdiri dei;
& rrrraoa yaDg EcrrgBaobar]aD pqff euargan

o€rgEoai aset, kEprjiboo" dan ch.ritas dara Eda
r-.!E8al t rhtu;

b- Iryaa qrasipal yaag bEiri iemari juElah

padapatm dan hia:ra gLI.,'p tclgma.,rt' PEriode;

c- lap@ao arus kas yag acsFjihn iofrrmasi k s
b€rkaitan dengatr sldvitas opcrasiroal, investasi,

,rq'| aktiyitas dan/atau

Fng nengambartan saldo awal" penerimaan,

dcrr saldo rlrhir l<cs selaoa friode
tertEDtu; dal

d- catatan atas lapq8n teuansElr yang beriei

Deratif afau rincian dai rngke yeg
EEa rfafer,l lapo[al

(21 Laprat hEunIgan scbesrioflla dimatsrd 1lada ryat
(fr, discrtai dcngan laporar kinerja yang bcrisikan

inforEasi peocapaian lns /bluaran BIIID.
(3) Irp6sn btregEa sc@aiEarra .{i'rl.ks'..r llsda ayat

(U, dirrudit otch pemaiksa ekstcrnal *srai dc.F.
pcraulran Penmaans-undansan-

(4) SetiaP triwulaa Bl.uD-hrshmas rrr 'rjruErn 'ldr
menyaryikan laoran olxras&xlal &n laporan anes

kas hepada PFKD mttalui Kcpala DinaE l(cachatan,

Eafitrg li'nbat 15 (tima belag hari ctelah pertude

pdapfiaberahn
(51 Setiap stoesEraE .lFil tahuoan BurDRrskesmas

wajfu Ecrrlusrm ,len faporan

keuatlgan lcDgkap Fng terdiri dari laporan

olxf,-a*)nal, neraca, lalEan arus hs dan catatsn

4t s l,rlEran disertai laporan kinerja

kepada fn<D melahri xepala Dinas Kese.hata[ rmhlk
diktrrrsr{irasitqrr ke dgl.f taporan keuaDgan Dinas

I(esc$atan dar pcmc'iatah aaerat" paliag fuDat 2

(ftra) hrlm sctelah per*rde pelapor& btraffrir.
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(3)

{4)

(61 Fenyusunan laporan keuangan s€bagairDala

dimeLsud delern ayat (4) dan dalam ayat (5) untuk
kepentingan konsolidasi, dilelarka"! berdasarkan

standar akuntansi pemerintah.

BAB XII

PENGEI.OIAAN SI,.IMBER DAYA LAIN

Pasd 35

Sumher &ya lain a'lalah seluruh asct dan kcgiatan

yang menghasilkan pendapatan diluar pctrdapatan

opcrasional dan dikelol,a otreh Puskesmae.

Fengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk
meniDgkatLan mutu pcl,Ryanan dan oFrasional serta

kelancaran tugas pokok dan fungsi PNke$nas.

Fengelolaan sumbcr daya yanS berupa alat kesehatan

wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala.

Sistcm pengelolaan Bumbcr drya l,ain disusulkan obh

IGpaIa Pus,kesmas mehfui Kepala Dinas Kesehatan

unfirk ditctapkan dengan Feraturan Bupati.

BAB XItr

PENGEIOIAAN UNGKT'NGAN

Passl 36

(fl Dalsm menjaga kelestarian Puskesmas

wajib fimbah Puskesmas melalui

Ircnyusunan UPL (Upaya Fcngelolaaa Lingkungan)

dan UPL (Upaya Femsntauan Lingkungan| scsuai

deogan ketcntuan Feraturerr gerundang-Undangan.

(2) Pengelolaan limbab sebagaimana dimqksud pada ayat

(1) meliputi pengelolaan limbsh padat dan cair,

pengawaean, dan pengendalian vektor.

(g) Pengelotaan limbah cair sajib memcnuhi syarat baku

mutu yang ditetapLan sccara nasional dan regionaf

meliputi pengelolaan secara kimiawi, fsik dan biologis

sebelum dibuang ke lingkungan.
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{4) Dalam mengelotra limbah padat (sampah}, Puskesmas

wajib memisahkan sampah medis dari sampah non

medis.

(5) Pengelolaan sampah medis wajib mematuhi

ket€ntuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Fembinaatl
Pasal 37

(1) Pesbinaan teknis Puskesroaa dilakukan oleh Kepala

Dinas Kesehatan.

(2) pcmbinaan keuangan Puskesmas dilakukan oleh

Fejabat PenAelola lGuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kcdua

Fengaxrasan

Pasal 38

(f) Pengawasan Puskesmas dilqk!'kaq oleh Inspektorat

Itubupaten.

(2) Pengawasan operasional dapet dil.kt'krn oleh

Satuan Pengawas Internal (SPl).

BAB XV

EVALUASI DAN PEMIAIAN KNER.'A

Pagal 39

(U Evaluasi dan penilaian Kineda BLUD-PuBkesmas

dilakukan setiap tahrm oleh Bupati terhadap aspek

keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi yang dilekrrkari scbsSaimana dimaksud

pada ayat (l), diperyunakan untuk mengukur

tingkat pencapaian hasil PPK-BLLTD sebagaimana

ditetapkan dalam Rcncana Stratcgis Bisnis (Renstra

Bisnis) dan Renca:ra Bisnis dan Anggaran (RBAI.

39
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BAB X\,[

KETENruAN I,AIN.IAIN

Pasal 40

Bupati beruenary untuk menetaPkan bcrbagai

ketentuan dan peraturan pelaksanaan untuk

mela&Ba[aksl pola tata kelola ini, yang meliputi

Feraturan Puakesmas, kraturan t€ntang ketenagaan,

serta pcraturan lain yang tidak dicantulrkan dalam pola

tata kelol,a ini atas usulan fepsla PuskesraB.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan ini berlaku Bcjat tanSgal ditetapkan.

Agar sctiap orang Eengetahuinya, memerintahkan

Pengun&ngan Peraturan Bupati ini dengan

penempataryrya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditctapkan di Muara Beliti
pada
BUPATI

L klrutto
RAWAS,

XOORDINASI

20t9

Diundangkan di Muara B€liti
pada +angg l I Ailrotl* 2}lg
SEKRSTARIS DAERATI
I(ABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERTTA DAERAH KABI,'PA'IEN MUSI RAWAS TAHUN 2OT9 NOMOR.gO

P R 8 XOORDIIiASI

u3rofiunuItrD/
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I.

IAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RACIAS
NOMOR I b TAHUN 2019
TENTANG 

"ATA 
XEI,OIA BADAN

IAYANAN I,'MUM DAERAH PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
L. SIDOHAR,JO KABUPATEN MUSI
RAWAS

PROSEDUR KER.JA ruSKESMAS L. SIDOHAR.JO

SOP Pclayansn

A. SOP pada Upaya Kesehatan Perorangan (U@ Puskesmas

L. Sidoharjo

1. sOP Rlayanan Gawat Darurat;

e. SOP Penerimaan Pasicn;

b. SOP Pemulangan Pasien; dan

c. SOP Robeyaran PaEien:

1) tmai
2l Non Trmai

2. SOP Felayanan Rewat J'l'n;
a- SOP Fenerimaan Pasi€n;

b. SOP Pemulangan Pasien; dan

c. SOP Fembayaran Pasien:

1) Tm^ai

2) Non trnai
3. SOP Fersalinan;

4. SOP Fclayanan laboratorium Sederhana;

5. SOP Felayanan Fal:masi;

6, SOP Pelayanan Gizi;

7. SOP Pelayanan Pasien lcluarga Miskin;

8. SOP Pelayanan Rekam Medih

9. SOP Fcngplolaan Limbah;

10. SOP Administrasi dan M""4jcmen;

1 I . SOP Pelayanan Ambulans darl Mobl Jena.ah;

12. SOP Femeliharaan;

13. SOP Fencegahan dan Fcngendalian Infeksi; dan

14, SOP Felayanar lGsmanan.

PAfuII K'OfiD]ti/tS



B. SOP pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesma8

L. sidoharjo

1. SOP Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

2. SOP Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

3. SOP Pelaysnan Kesehatan Bayi BarL Lahir;

4. SOP Pelayanan Kesehatan Balitai

5. SOP Pelayanan lGsehatan pads Usia Pendidikan Dasar;

6. SOP Pelayanan Kesehatan pada Usia Produttif;

7. SOP Pelayanan Kesehatan pada Usia knjut;
8. SOP Pelayanan Kesehatan Fenderita Hipertensi;

9. SOP petayansn l&sehatan Penderita Diabetes Melitus;

10. SOP Pelayanan Keseharan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;

l1.SOP Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (lB);

dan

f2. SoP Pelayanan Keschatan orang dengan Risiko Terinfeksi Hw'

U- sOP Selain Peteyanarr

A- SOP Fegawai

1. SOP Rekruitmen Pegawai;

2. SOP Pengsmbangan dan Kompetensi; dan

3. SOP Pemberhentian Pegawai

B. SOP Sarana dan Prasarana

1. SOP Pengadaan

2. SOP Pemeliharaan

-r'--


